|
PERATURAN DAERAH | !

KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR & TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pésal 317

C.

BUPATI GORONTALO UTARA

|
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 1'}7
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perigelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peratura;n
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapata'n
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentaﬂg
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan nierupakain
perwuyjudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan
ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serfa
perubahan prioritas dan plafon anggara{n
sementara yang telah  disepakati anta}a
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tangglal
bulan September tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



Mengingét '

Dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Daerah  tentang :
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianjaj
Daerah Kabupaten Gorontale Utara Tahun
Anggaran 2021 "

. Unda.ng—Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembara'n"Negai'a Republik Indonesia :
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tehtané'

Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan-

Lembaran Negara Repubhk Indone81a Nomor

- 4286); _
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangz

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia 'I‘ahun 2004 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran Negara Republik |

Indonema Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasmnalf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 442 10); o :
. Undang-Undang Nomor 33 Talhun' 2004 'téntang;

Perimbangan Kéuangan Antara Pem.erintahg
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran’
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor:
126, Tambahan Lembaran Negara Re-pAublik,

Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentaﬁg

Pajak Daerah dan Retnbum Daerah (Lembaranﬂ
Negara Repubhk Indone51a Tahun 2009 Nomor

- 130, Tambahan ' Lembaran Negara Repubhk



Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ‘244,;
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang.
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 ‘Tahun 2014 tentang P_emerintéhan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara-

Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Peraturan Pemerm_tah Nomor 109 Tahun 2(500'

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan’ Wakil- Kepala Daerah (Lembaran Négarr:i'
Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan  Lembaran Negara Repubhk‘ '

Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

10.

tentang Pengelolaan Keﬁarigan, Badan Layanani
Umum sebagaiména telah diubah ‘dengan_‘
Peraturan | Pemerintah .Republik Indonesi_a
nomor 74 Tahtin 2012 tentang Perubahan
Peréturan Peinerinfah Nomor 23 Tahun 200’5;
tentang Pengelolaan Keuan-gan' Badan Layanani
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perirhbahgan (Lefnbarari 'Negafaj
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan. Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan.
Wewehang Serta  Kedudukan  Keuangan:
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diWilayah |
Provinsi Gorontalo; '
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010°
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165); :
Peraturan Pemerintah Nomor- 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan’ dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembararm
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor'
73, Tambahan Lembaran Negara Republik =
Indonesia nomor 6041); - _
Peraturan Pemerintah Nomdr 18 Tahuh 2017_
tentang Hak Keuangéh dan Administrasi’
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Négara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negéra Reﬁublik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42); -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah dmbah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201'1i
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan -
Menteri Dalam Negeri' Nomor 13 Tahun 2006



tentang Pedbnian Pengelolaan  Keuangan .
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310); |
_ 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi’
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah . dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang .
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja .
Daerah sebagaimana telah - diubah' dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan .
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20171
tentang Tata Cara Evaluasi Rancam.gan5
Peraturan Daerah tentang Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah  dan
Rancangan Perattirah Ke'pala' Daerah tehtaﬁg
Penjabaran Anggarafi Pen.dapatan dan Bélanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesm '
Tahun 2011 Nomor 525), ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32°
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang- Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir:
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi‘:
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas,‘
Peraturan Menter1 Dalarn Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian H1bah;
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapai:an dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2018 |
Nomor 565); _ -

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 592

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara



21.

22.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62

tahun 2017 tentang Pengelompokah g

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghituhgan,

Penganggaran Dalam Anggaran . Pendapatan

dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, = Penyaluran, dan  Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan -

Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja 'Daerahi

Tahun Anggaran 2021

24 Keputusan Gubernur  Gorontalo  Nomor

25.

395/29/X/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,

Gorontalo Utara Tahun .Anggaran 2021 dan

Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran?

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara Tahun Ahggéran 2021;°

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pehgelolaan'

Keuangan  Daerah (Lembaran Déerah ‘

Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor ).



Dengan Persetujuan Bersama

KABUPATEN GORONTALO UTARA
Dan
BUPATI GORONTALO UTARA
MEMUTUSKAN:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ' ‘
|
|

Menetapkan : PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
- BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 |

Pasal 1

|
|
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: | !

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021
semula sebesar Rp. 788.775.337.841 berkurang  sebesar:
Rp.10.605.606.605 sehingga menjadi Rp. 778 169.731.2306, dengan '
rincian sebagai berikut:
1.

-dengan peraturan daerah. : | |

. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

-Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.775.369.731.236

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkagl
!

. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un‘su?r
|

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpi_n pelaksaﬁaah

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonom1 dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesm
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pendapatan daerah

a. Semula _ ' Rp.746.779.558.399

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (11.528.319.905)
Jumlah pendapatan daerah setelah ;
perubahan Rp. 735.251,238.494
Belanja Daerah |
a. - Semula . ‘ - Rp .784.775.337.841 \
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (9.405.606.603) i



3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula - Rp.41.995.779.442
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 922.713.300
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan Rp.42.918.492,742
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula - . Rp. 4.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp . (1.200.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp.2.800.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah _
perubahan Rp-.40.118.492.742
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah .
perubahan o . Rp.0
Pasal 3 |

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, l
bersumber dari: ;
a. Pendapatan asli daerah _ ' _

1) Semula . Rp .32.271.663.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (971.081.9095) -
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah ' '
perubahan : = - Rp. 31.300.581.095
b. Pendapatan transfer : o
1) Semula Rp .696.747.766.000
2) Bertambah/(berkurang) . Rp__ (10.557.238.000)
- Jumlah pendapatan transfer setelah :
- perubahan Rp. 686.190.528.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp.17.760.129.399
2) Bertambah/(berkurang) _ " Rp. . o
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang :
sahsetelah perubahan Rp.17.760.129.399 -
| S Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- huruf a, bersumber dari:
 a. Pajak.daerah; . -
1) . Semula . ~ Rp.9.255.063.000

2) Bertambah/(berkurang) "~ Rp. (347:963.000)
Jumlah pajak daerah setelah

. perubahan , Rp . 8.907.100.000

~b.. Retribusi daerah; S .

1) Semula Rp.6.125.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 265.000.000

Jumlah retribusi daerah setelah - _ _ _
‘ perubahan . Rp.6.390.000.000



¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1)  Semula Rp .3.250.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (227.037.000)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan :
Daerah setelah perubahan Rp3.022.963.000

d. Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah
1) Semula Rp. 13.641.600.000
2) Bertambah/ (berkurang) ' Rp. (661.081.905)

Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah perubahan Rp. 12.980.518.095

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 huruf
b, bersumberdari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula ' Rp.678.747.766.000
2) Bertambah/(berkurang) ' Rp. (12.057.238.000)
" Jumlah transfer pemermtah pusat o -
‘setelahperubahan | ~ Rp.666.690.528.000
b. Transfer antar daerah |
1) Semula - Rp. 18.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) ' Rp. _1.500.000.000
Jumlah transfer antar daerah setelah ;
perubahan Rp. 19.500. 000.000

(3) Lam lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Pendapatanhibah o
1) Semula . Rp.ieiinnnen,

2) Bertambah/(berkurang) ' Rp.eeueennenn. -

Jumlah hibah setelah perubahan Rpeceeeennee. |
b. Dana darurat o

1) Semula Rp....... e

2). Bertambah/{berkurang) Rp.ieerarennns : :

Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp...........

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan . .
1} Semula - Rp. 17.760.129.399
2) Bertambah/(berkurang) Rpurevreeennss
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan -
Setelah perubahan ' Rp. 17.760.129.399 -

: Pasal 5 ‘ ‘
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri .-
atas: ;
a. Belanja operasional;

1) Semula © Rp. 472.892.223.039
2) Bertambah/(berkurang) - Rp. (2.710.926.810)
Jumlah bela_n_]a operasional setelah '

perubahan o Rp. 470.181.296.229




(1)
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Belanja modal;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja modal setelah perubahan
Belanja tidak terduga

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah
perubahan

Belanja transfer;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja transfersetelah
perubahan

Pasal 6

Rp. 159.338.215.542
Rp.  (6.269.726.123)
‘Rp. 153.068.489.419 .

Rp. 2.000.000.000
Rp. _ (100.954.454)
Rp. 1.899.045.546 -

Rp. 150.544.899.260
Rp. _ (323.999.218) .

Rp. 150.220.900.042 '

Belanja operasmnal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiriatas: _
a. Belanja pegawai
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah belanja transfer setelah
perubahan
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula
2} Bertambah/(berkurang)

- ‘Jumlah belanja barang dan jasa setelah

Perubahan
c. Belanja bunga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah belanja bungasetelah
~ perubahan
d. Belanja subsidi
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja subsidisetelahperubahan

e. ‘Belanja hibah
- 1) Semula
2) Bertambah/({berkurang)
Jumlah belanja hibahsetelah
perubahan :
f. Belanja bantuan sosial
+ 1) Semula
 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja bantuan sosialsetelah
| perubahan : :

Rp. 256.069.795.468
Rp. _ 3.532.810.809 .-

Rp. 259.602.606.277

Rp. 205.531.433.346
Rp. (5.776.887.619) .

Rp. 199.754.545.727

.Rp-

Rp. 357.100.000 -
357.100.000

RpP.ceveeerens ;

Rp. 8.426.994.225
Rp. (654.150.000)

Rp.7.772.844.225

Rp. 2.864.000.000
Rp. (169.800.000)

‘Rp. 2.694.200.000



(2)

(3)

@
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Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
terdiri atas:

a.

Belanja modal tanah
1) Semula:
2)  Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja modal tanah setelah
" perubahan

Belanja modal peralatan dan mesin
1} Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja modal peralatan setelah

perubahan

Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal bangunan
dan gedung setelah perubahan

Rp. 3.241.500.000
Rp.(2.015.196.649)

Rp. 1.226.303.351

Rp. 24.741.697.288
Rp. (1.022.834.937)

Rp. 23.718.862.351

Rp. 56.521,932.992
Rp. _ 387.601.091

Rp. 56.909.534.083

Belanja modal jalan, j _]arlngan dan irigasi -

1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

dan jaringan setelah perubahan
Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula

2)- Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja asset tetap lainnya
Setelah perubahan

Belanja modal aset tidak berwujud,;
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja modal aset tidak
berwujud setelah perubahan

Rp. 73.008.545.852
Rp._(2.968.156.313)

Rp. 70.040.389.539

Rp. 1.824.539.410
Rp. _ (651.139.315)

Rp:. 1.173.400.095

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢, terdiri atas belanja tidak terduga,yaitu

a.

b.

Semula
Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan :

Belanja transfer sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil -

- 1) ‘Semula

. 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan

. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

‘Jumlah belanja bantuan keuangan -

Setelah perubahan

Rp. 2.000.000.000
Rp.  (100.954.454)

Rp. 1.899.045.546

Rp. 1.000.000.000
Rp.  (44.773.018)

Rp. 955.226.982

Rp. 149.544. 899.260
Rp. (279 226, 200) !

Rp.149.265.673.060
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Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas: :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 41.995.779.442 .
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 922.713.300
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah : -
perubahan Rp. 42.918.492.742

b. Pengeluaran pembiayaan. 3
1) Semula ' Rp. 4.000.000.000 .
2) Bertambah/{berkurang) Rp. _ (1.200.000.000) ;
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah . .
perubahan Rp. 2.800.000.000

| | Pasal 8 |

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiriatas:
a.

1) Semula

. -Jumlah pencairan dana cadangan

- Jumlah penerimaan pemblayaan lainnya sesuai dengan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula. Rp. 41.995. 779. 442
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 922.713.300
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran _ -
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 42.918.492.742
Pencairan dana cadangan '

2) Bertambah/(berkurang)

setelahperubahan _
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan |
1) Semula ‘
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan - Rpeniinnns
Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah
Setelah perubahan Rp
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp..coovenens :
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan :
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang]

ooooooooooo

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelahperubahan ' RpP.ereerens |
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{&)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b, terdiriatas:
- a.Pembentukan dana cadangan
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang) :
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah

perubahan Rp.ceennnn. :
b. Penyertaan modal daerah '
1) Semula Rp. 4.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah :
perubahan Rp. 2.000.000. 000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang .
‘yang jatuh temposetelahperubahan " Rp.eeeennn. '
d. Pemberian PinjamanDaerah |
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp...........
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan |
perundang-undangan -_ _
1) Semula Rp.veiiniain.
2) Bertambah/ (Berkurang) - Rp. 800.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelahperubahan Rp. 800.000.000

. Pasal 9
(1} Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan
dalam Perubahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021 -
) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehputl
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadlan
luar biasa; '
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan Jatau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu keglatan
pelayanan publik.
(3} Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) mehputl
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerihtah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan;dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menunbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
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Pasal 10 i

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: l

1.

2.

N o

9.

Lampiranl
LampifaﬁII

LampiranllI

LampiranlV

LampiranV

LampiranVI

Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; ‘

Ringkasan Perubahan APBD yang D1kla51ﬁka51 Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Memrut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

‘Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemenntahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, danPembiayaan; _
Rekapitulasi ~ Perubahan  Belanja  Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasa'n
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fung51
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; '
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

Perubahan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada |

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD; |

Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Pcr

Jabatan; |

10. Lamplran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dltetapkan

dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagal landasan operasianal pelaksanaan APBD.
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Pasal 12
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

]
Kwandang, 9 Oktober 2021 |
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